S o)
‘\‘\\{&g*
‘1“.: “ix--‘
BUPATI SIMEULUE -

\forwmdang

\Mengmgat

QANUN KARUPATEN SIMEULUE
NOMOR ¢ 14 TANUN Jo0d
TENTANG
RETRINUST IZIN TRAYEK
RISMULLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAUMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE
)

Mahwa  dengan  telah  dlitetaphan Peraturan IW Repu

Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dacrah, maka
Pemerintsh Daerah Kabupaten Simeulue perfu menetaphan Retribusi
lan Trayek Karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan Ashi

Daerah
hahwa wnik memungut retribusi schagaimana dimaksud pada huruf a
periu diatur dengan Qanun,

Undang-Undang Nomer 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Deersh Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam  Lingkungan Daerah
Propins Sumaters Utary) (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1936 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 1092 );

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Plutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 1356 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204 ),
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Anghutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

" Retribusi Doerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor
3685 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Dacrsh Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
?lo;;t 2001, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
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1983 ftentang pelakaanaan
ntang 1{ukum Acara Pidana
Tahun 1983 Nomor 6,
ymor 3258)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fe
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Ne
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 fentang penyerahan
schahagian urusan pemerintahan dalam bidang latu lintas dan anggkutan
jalan kepada Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; ‘
Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dacerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenderaan Umum
Jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 Tahun 1996 tentang
Penyempumaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 68
tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan
angkutan umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 Tahun 1996 tentang
Penyempumaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 63
tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan
angkutan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengeschan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1983 tentang
Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat I dan Daerah
Tingkat IL.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Simeulue
MEMUTUSKAN
Menetapkan  : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a, Dacral_l adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Dacrah adalah Bupati beseria Perangkat Daerah Otonom Lainnya scbagai Badan

Eksekutif Lainnya;

¢. Bupati adalah Bupati Simeulue;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

f. Badan adalah suatubenmkbadanusahayangmclipuﬁpemuoantcrbam,pmman
komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atay Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang scjenis, lembaga, dana pensiun, bcnmkusahatctapmbcnmkbadanusahahinnya;
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Anghutan pentimpang umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergrmakan
untuk oleh umum dengan dipongut bayaran

Pravek adalah lintasan kenderaan umum untnk pelayanan ja
Bug, Mobil Penumpang dan Anghutan Khusus yang memp\
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak betjadwal dalam wi
Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menury
undangan retribusi diwajibhan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah, =y
Masa Retmbusi adalah suatu jangka waktu fertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan izin peruntukan penggunaan tanah,
Surat Pendaflaran Objek Retnbusi Dacrah yang selanjutnya dapat disingkat SP( D adalfh
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurul

peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disin
yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang tethutang,
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan fambahan atas jum

telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak scharusnya
terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan olch Wajib
Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

Penyidik Pegawai Negeri selanjutnyan disingkat PPNS adalah Pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Dacrah
.bagaimaua dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

1 orang dengan mohil

aa angkuta ]
perjalanan

myal asal dan fujuan
Jayah daerah,
{ peraturan pcmmhng-

pkat SKRD, adalah Surat Ketetapan

yang sclanjutnya dapat disingkat
lah Retribusi yang

SC

Pidana;
Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang

di]akukz'm oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, guna
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Reﬁ?mi Izin Trayek di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Trayek
kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin Trayek untuk menyediakan Angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolch izin trayek;
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §

Retribusi [zin Trayek digolongkan scbagai Retribusi Perizinan tertentu.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

ThghleggmaJuadiukwbcrﬂasakmjmhhiﬁnymgdﬂmﬂnmdmjmkmghnmm
penumpang.
BABYV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besamnya tarif Retribusi didasarkan pada
tujuan unfuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemyclenggaraan pemberizn

trayek;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya lapangan dan bizya

transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut:

Struktur dan besarnya tarif retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah scbagai
berikut :

Jenis Angkutan Kapasitas Tempat Duduk/muatan Tarif (Rp)
Mobil Penumpang - s/d 8 orang 20.000.-
Mobil Bus - 94/d15 orang 30.000.-
= 16 s/d 25 orang 40.000.-
= lebih dari 26 orang 60.000.-
| Angkutan Khusus 50.000.-
Mobil Barang - sd6.500Kg 30.000.-
- 6.500Kgs/'d 8.000 Kg 40.000.-
- 8.000 Kgs'd 15000 Kg 90.000.-
- diatas 15.000Kg 120.000.-
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilaysh Dacrah tempat Izin Trayck diberikan.
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nAR VI

AASA RETRIBUSTDAN SAAT RETRIBUSI [ERHUTANG

IPasal 10

Masa Retrdust adalah jangha waki yang lamanya 3 (tiga) bulan

Pasal 11
Saat Retmbusi terhutang adalah pada saal ditetapkannya  SKRD  atau dokumen lain yang
dperamalan

BABIX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajid Retribusi wajib mengisi SPORD

3) SPORD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

(
serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

&) Bmmiimhhmpcng’simdmpenympaimSPORDubagmmmdhmhudpada
avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BABX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD scbagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi
mhmmgdenganmenerbitkanSKRDamudokmnenlainyangdipcrmakm

2) Apabﬂabadasarkmhmlpemeﬂcsamdmdﬁemukmdambmdanamudataymgsqmﬂa
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka
dikemarkan SKRDKBT;

(3) Bentuk isi, serfa tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. e
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BAR NI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retibusi yang ferhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa | (satu) kali masa

retmbusi,
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan
Kepala Dacrah

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis scbagai awal tind.ahn
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh

tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) har setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan — alasan
yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan schingga tidak dipertimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang,

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala

Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan,
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NAR VL
PENGEMBALIAN KELERIAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kolebdan pombavaran  reibus Waih Retnbust  dapat mengajukan permohonan
pongembadan Lepads Nepala Dacrah, .

(D) Kepala Docrah dalam jangha waltu paling lama 6 (enam) bulan scjak  diferimanya
pormobonan Lelebhan pembayaran retabust - sehagiaimana dimakeud pada ayat (1) harus
momdenkan kepuisan;

(3) Apabdda dalam jangka waktu sehagaimana dimaked pada avat (2) telah tlampui dan Kepala
Docrsh tiak memberkan suat Aeputusan permohonan pengembalian Kelebihan retnbusi
Sangesp dhabulan dan SKRDUR harws ditertitkan dalam jangha waktu paling lama |
(satn) dulan

(&) Apadla Waid Remdusi mempunyai hutang lainnya,  kelebihan pembayaran retnbusi
shagaimana dmaksid pada ayat (1) dilakukan dalam jangha waktu paling lama 2 (dua)
Dalan sejak diterditkannya SKRDUB.,

(3 Pengembalan Aelebihan  pembayaran  retbusi schagaimana  dimaksud pada ayat (1)
Elakulan dalam jangha waktu pating lama 2 (dua) bulan sejak diterbithannya SKRDLB.

() Apadla pengemdatian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka wakmu
2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberi imbalan bunga sebesar 2 % (cua persen) sebulan atas
Letedambatan pembayaran retribusi,

Pasal 21

(1) Permchonan pengembatisn kelebthan pembayaran retnibusi diajukan tertulis kepada Kepala
Daerah dengan selurang - kurangnya menyebutkan :
2 nama dan alamat Wajib Retribusi
b masa retnibusi
¢. besamya kelebihan pembayaran
d  alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melaha pos fercatat.

(3) Bukd penerimaan olch Pejabat Daersh atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lain, scbagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
bukti pemindah bukuan juga berlaku scbagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

() Bup;?;'l{cpah Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
rotribusk

(2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dacrah.
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NAD X VI
KADALUWARSA PENAGIHAN

I*axal 24

y melampul jangka waklu 3

i, kadaluwarsa setelal
1a wajib retribusi melakukan

Hak untuk melakukan penagihan retribus
etribusl, kecuali apabi

(tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya 1
findak pidana dibidang retribusi;
Kadaluwarsa penagihan retribust seb:

a Diterbitkan sural teguran; atau
b. Ada pengakuan hufang petribusi dari wajib rotribuai  baik langsung  mau

langsung.

agaimana dimaksud pada ayat (1 tertangguh apabila:

pun tidlak

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi  yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) Kali jumlah retribusi terhutang;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu ili Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerzh atau retribusi Daerah;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti
tindak pidana dibidang retribusi dacrah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

£ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang

dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h, Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i L;Ilmemanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenfang hukum acara Pidana.

dari orang pribadi atau badan schubungan dengan

g
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

DISAHKAN DI - SINABANG
PADA TANGGAL - 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJJAH 1422 H
#/BUPATI SIMEU.LU%
L ]
DRS. DARMILI
DIUNDANGKAN DI - SINABANG
PADA TANGGAL * 11 MARET 2002

An. BUPATI SIMEULUE

ofPi. Seketaris Dgerah Kgupaterg: ¥

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 14 SERI B NOMOR: 14
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